
• 

SALINAN 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 
NOMOR 06 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat 
(S) Vnd.ang-Vndang NQmQr 2J Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 11 7 
ayat (i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20i9 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati 
tent.ang Pwjabanm Anggaran P~dai;;iatan d.an B~larua 
Daerah yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala 
Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
L)a@rah Tahl.\n Anggaran 202J; 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), 
Undang-Una.ang Da.rurat Nom.oA 5 Tanun 1956 
(Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang 
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Termasuk Kotapraja1 Dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 
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2. Undang-Undang· Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang .. Undang Nomor '23 Tahun 2014 ten.tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indo esia Nomo 6757) : 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 NQmor 2Qij, Tam.bahan 1ifilnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6827); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Re1;n1blik lndQn~~ia Tahun 2005 N<JmQr 4~, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

9 Peraturan Pemerintah NQmQr 55 Tahun QQS t~ntang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
PQrtik (Lie.mbaran Negara R~publik IndQne ia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 61 77); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pe.merintahan Dae.rah (Lembaran Ne.gara Re.publik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
PengelQlaan Ke.uangan Qae.rah (Lie.mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan l;ldanja Negara Tahun 
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 215); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
se.rta P~ak§a!laan dan P~rtanggungjawaban Jdana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuani Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
te11ta.ng Pe bahan Atas Perat an Menterl Dru.run Neged 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
Dan ltapQran Pertanggungjawaban P~nggunaan -~antuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
ten.tang Anggaran Pendapatan dan ~elanja Qa~rah> 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
ten.tang P~doman P~nyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Nomor 1); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 2); 

26. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah {Betita Daerah Kabupa en Bengkulu 
Utara Tahun 2022 Nomor 9); 

27. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 24 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2022; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKlkAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
dan 

BUPATI BENGKULU UTARA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal l 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

keglatart yang :tneliputl perencru1aan, pertganggru·an, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
~elanjutnya disingkat AP~D ad~ah rencwa k~uangau 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepal daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang mem1mp1n 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 
perwakilan rak.Yat da~rah menurut a5-a5- otonorni dcUl 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara. 
6. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran 

atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk 
keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 
pembayaran atas penenmaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya. 

7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang mengusulkan dan melaksanakan penggunaan 
Belanja Tidak Tetduga yang telah ditetapkan. 

Pasal 2 
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
p~biayaan da~rab. Anggaran P@ndapatan dan ~elan.ia 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 
berjumlah Rp. l.318.334.382.207,00 (satu triliun tiga ratus 
delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga 
ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah) terdiri 
atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah Rp. l.276.334.382.207,00 (satu 

triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga 
puluh enuiat j ta ti_ga rat\ls delapan PYl h d\la rib dua 
ratus tujuh rupiah); 

b. Belanja Daerah Rp. l.315.834.382.207,00 (satu triliun 
tiga ratus lima belas miliar delapan ratus tiga puluh 
empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus 
tujuh rupiah); 
(Defisit)/Surplus Rp. (39.500.000.000,00) (minus tiga 
puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah); dan 

c. Pembiayaan Daerah 
l Penerimaan Rp, 42 QQQ QQQ,QQQ jQQ (empat puluh 

dua miliar rupiah); dan 
2. Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima 

ratus juta rupiah). 
Pembiayaan Netto Rp. 39.500.000.000,00 (tiga puluh 
sembilan miliar lima ratus juta) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
Rp.0,00 (nol rupiah). 

Pasal 3 
Pendapatan da~ah dir@ncanakan sebesar 
Rp.l.276.334.382.207,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh 
enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus 
delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah), yang 
bersumber dari: 
a. Pendapatan asli; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pasal 4 
( 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.91.117.436.722,00 (sembilan puluh satu miliar 
seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam 
ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. Pajak daerah; 
th R~tribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan d aerah yang di 

pisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a direncanakan sebesar Rp.25.705.285.692,00 (dua 
puluh lima miliar tujuh ratus lima juta dua ratus 
delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua 
rupiah). 

(J) Re.tribusi dae.rah ie.bagaimana dimak§ud pada ayat ( l) 
huruf b direncanakan sebesar Rp.1.554.225.034,00 (satu 
miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua 
puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (iJ huruf c 
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp,6J,857 925,~:H;H~)QQ (en.am puluh tiga miliar de.lapan 
ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh 
lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). 

Pasal 5 
(l) Pe.ndapatan transfer sebagaimana dimak~ud dalam Pasal 

3 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.l.166.171.797.000,00 (satu triliun seratus enam 
puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh 
ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} hurnf a direncanakan i~b~sar 
Rp. l.121.171.797.000,00 (satu triliun seratus dua 
puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh 
ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). 
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Pasal 6 
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp. 19.045.148.485,00 (sembilan belas miliar empat 
puluh lima juta seratus em pat puluh delapan ribu em pat 
ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; dan 
c. Lain-lain pendapatan sesuru dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.220.000.000,00 (dua 
miliar dua ratus dua puluh juta rupiah}. 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) h f c direr1canakan sebe~ar Rp. 16.825.148.485,00 
(enam belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta 
seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan 
puluh lima rupiah). 

Pa al 7 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 
direncanakan sebesar Rp. l.315.834.382.207,00 (satu triliun 
tiga ratus lima belas miliar delapan ratus tiga puluh empat 
j ta tiga ratus delapan pul h dv.a rihY dua ratl.ls t\\iuh 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 8 
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 
p.843.958.331.059,00 (delapan ratus empat puluh tiga 

miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus 
tiga puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah), yang 
terdiri atas: 
a l;}elanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 505.512.508.429,00 
(lima ratus lima miliar lima ratus dua belas juta lima 
raws delapan rib empat rams d a pul\lh sembilan 
rupiah). 
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.319.930.402.630,00 (tiga ratus sembilan belas miliar 
sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu 
enam ratus tiga puluh rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
J:Yutuf d ditencahakart sebesat Rp.o,oo {nol rupiah}. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.455.420.000,00 
(tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta 
empat ratus dua puluh ribu rupiah}. 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.060.000.000,00 
(satu miliar enam puluh juta rupiah). 

P sai. 9 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.207.711.518.526,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh 
ratus sebfilas juta lima ra.tus dela.9an be.las ribu lima 
ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja modal peralatan dan mesin. 
b. Belanja modal bangunan dan gedung. 
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
e. Belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp, 49, lijQ 1~'1 7QthQQ (e.mpat p\lluh embilan mi.liar 
seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh 
enam ribu tujuh ratus enam rupiah). 

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 82.580.901.070,00 (delapan puluh dua miliar lima 
ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu ribu tujuh 
puluh rupiah). 

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dim~ ud 9ada ayat (U hurnf G dire.n~anakan sebe ar 
Rp. 75.455.460.750,00 (tujuh puluh lima miliar empat 
ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu 
tujuh ratus lima puluh rupiah). 

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilanjuta rupiah). 

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 
44Q OOQ,QQQ,QQ (empa.t ratu.s e.mpat p-uluh Juta rupiah) 
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Pasal 10 
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 11 
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 
Rp.254.164.532.622,00 {du.a tatus Hrna puluh empat 
miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga 
puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang 
terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.725.951.072,00 (dua 
miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus 
ilma puiuh sat rlb t juh puiuh dua rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.251.438.581.550,00 (dua ratus lima puluh satu 
miliar ~mpat ratus tiga IAlluh. delapan ju.ta lima ratu§ 
delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah). 

Pasal 12 
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 
direncanakan §ebe~ar RP 4~ QQQ,QQQ QQQ,OQ (empat puluh 
dua miliar rupiah) yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal i3 
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar 
Rp. 42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah), 
yang terdiri atas, 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) s·sa kbih perhitungan anggaran tahun anggara...n 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 (empat 
puluh dua miliar rupiah). 
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(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol 
rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol 
rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pmJaman daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 
Rp.0,00 (nol rupiah). 

Pasal 14 
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar 
Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. Pemben kan dana cadartgan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
d. Pemberian pinjaman daerah; dan 
~h Pengeluaran pembieyaan lainnya ~esucli dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol 
rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
~ebagaimana d.imaksldld pada ayat ( l) humf c 
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol 
rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp. 0,00 (nol rupiah). 

Pasal 15 
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya 
(defisit) sebesar Rp. 39.500.000.000,00 (minus tiga puluh 
~mbilan mirar Uma ratl.l& juta rupiahh 
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(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penenmaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
direncanakan sebesar Rp. 39.500.000.000,00 (tiga puluh 
sembilan miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 16 
(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 merupakan pengeluaran anggaran atas Behan 
i-\PBD lihtuk keadaah darutat tetmasuk kepetluan 
mendesak serta pengembalian atas kelebihan 
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun 
sebelumnya. 

(2} Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesaki 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah 
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan 
Mggatan pertdapatan dart belanja. da.e, rut Kab pate 
Bengkulu Utara tahun Anggaran 2023, dengan tata cara 
sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan 
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran 
APBD, dan me.mbe.ritahukan ke.pada Pimpinan QPRQ 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-aiam, bencana sosial 

dan/ a tau kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan operas1 pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
c K~ru§akan sarana/ prasarana yang dapat mengganggy. 

kegiatan pelayanan publik. 
(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya beium tersedia daiam 
tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 

c P~nge.luaran dae.rah yang berada d1uar ke.ndar 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­
undangan; dan/ atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang iebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 
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Pasal 17 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini terdiri 
dari: 
1. 

2. 

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 
Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan 
Pemerintaha-...tl Qa~rah) Qrganisasi, PrQgram, K~giatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
K~uangan N~garai 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 
SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD 
dengan Rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan 
APBD; 

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional 
dtmgan Pn;igram PriQritas Da.~ah; 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 
Per Jabatan; 

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 

Investasi Daerah Lainnya; 
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran 

Sebel\YllllYll yang ~~ - Qi~~esaikan Dan Q . angga.rk.an 
Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; 

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 18 
Bupati Bengkulu Utara menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 19 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam berita daerah. 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal JO Desemb~r 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 
FITRIYANSYAH 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal JO Desember 2022 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 
MIAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, 
PROVINS! BENGKULU: (6/59/2022) 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

DQORO 
Pena ta Tk.I (III/ d) 

NIP. i970bi 10 2biob1 1 003 


